BAB Il

DESKRIPSI PERSEPSI DAN PERAN DPS BPRS ARTHA AMANAH

UMMAT KABUPATEN SEMARANG TERHADAP FATWA DSN NO.

17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG PEMBERLAKUAN SANKSI ATAS
NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN

A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Ummat (BPRS

AAU) Kabupaten Semarang

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Artha Amanah Um(BRRS
AAU) Kabupaten Semarang didirikan pada tahun 208i@gen modal awal
sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupMbyal tersebut diperoleh
dari dua orang pemegang saham, yakni Bapak H. Dgakwono sebesar 60%
dan Bapak H. Hepta Pinardi, S.E. Kebutuhan terhaéagembangan sumber
daya manusia di bidang ekonomi menjadi latar belgkeedua pemegang
saham untuk mendirikan BPRS AAU. Tingkat kemiskingang masih
terhitung tinggi untuk masyarakat Kabupaten Sentanaendorong kedua
pemegang saham untuk menciptakan sebuah lembagadarusebagai media
penyedia jasa pembiayaan usaha.

Setelah satu tahun proses realisasi ide, tepa&jgi gahun 2006, pada
tahun 2007, tepatnya tanggal 3 Januari akte pamdiBPRS AAU keluar
melalui notaries Indah Susilowati yang kemudian dagatkan pengesahan

dari Menteri Hukum dan HAM RI dengan nomor W9-03HH 2007 pada

! Wawancara dengan Bapak Djoko Sarwono, tanggal 202012
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tanggal 5 Juni 2007BPRS AAU berlokasi di JI. HOS. Cokroaminoto No. 1
Kompleks Terminal Sisemut, Ungaran Kabupaten Semgara
B. Profil DPS BPRS AAU Kabupaten Semarang

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) BPRS Artha AmanahtUmgaran
terdiri dari satu orang saja, yakni Bapak Muhamr8gdfi’i. Beliau dipilih
dan diajukan oleh BPRS Artha Amanah Umat pada bégostus 2011
setelah mengikuti sertifikasi DPS yang diadakah @SN-MUI.

Pemilihan Bapak Muhammad Syafii sebagai DPS jdgisarkan
pada ketentuan DSN MUI. Memang Bapak Muhammad $ydiukanlah
seorang tokoh ulama, namun dilihat dari keilmuam kiemampuannya dalam
bidang keuangan, maka beliau layak untuk dipililbagmi DPS. Bapak
Muhammad Syafi'i adalah salah seorang pengurus yaemiliki kedekatan
hubungan dengan para pemegang saham BPRS ArthaaAramat Ungaran.
Meski memiliki kedekatan hubungan, tidak lantas @aMuhammad Syafi'i
setengah hati dalam melaksanakan tugasnya sebagaanD Pengawas
Syari'ah. Berbekal dasar pendidikan agama yang ldwona dipelajari, dari
tingkat MI hingga Perguruan Tinggi, beliau berusalmuk menegakkan
syari’ah dalam operasionalisasi BPRS Artha AmanatatlUngaran.

Ketegasan Bapak Muhammad Syafi'i dibuktikan dengadakan-
tindakan yang langsung dilakukannya setelah dirshiparcaya sebagai DPS.
Langkah pertama yang dilakukan beliau adalah dengaminta laporan

kegiatan penarikan kredit. Dari hasil penilaianidael menurutnya praktek

2 Landasan hokum pendirian BPRS AAU lainnya adaliate erubahan No. 14 Tanggal
8 September 2010 dari notaries yang sama dan manpepgesahan MENKUMHAM RI tanggal
22 Oktober 2010 dengan nomor AHU-49867 AH.01.02ufa®010.
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penarikan kredit kepada nasabah pada waktu ituhmaskandung unsur-
unsur yang tidak Islami seperti langsung adanyatsperingatan penyitaan
jaminan tanpa adanya peringatan maupun tawaransistdinnya yang
dilakukan oleh beberapa petugas penagih. Meskildemiterhadap petugas
penagih tidak dikenakan sanksi melainkan pembgrergarahan agar tetap
terjaga nilai-nilai syari’ah dalam operasionalisBBIRS Artha Amanah Umat
Ungaran.
“Kesalahan mereka kan juga karena mereka kurangatmemi kinerja
syari'ah dalam lembaga keuangan. Kalau mengacu pamidaga
keuangan konvensional, langkah itu sih sudah mefgadkah yang
wajar. Atas kesalahan yang memang tidak berdas@nigajaan untuk
melanggar syari'ah, mereka tidak perlu diberikanksa Yang lebih
penting adalah pemberian arahan dan bimbinganregainya kinerja
mereka tetap dalam koridor syari‘at”
Sejak Bapak Muhammad Syafi'i menjadi DPS BPRS Armaanah
Umat Ungaran, praktek penarikan kredit berlangdehi hati-hati dan lebih
waspada. Sikap hati-hati bertujuan untuk menjaga tdpak terkandung aspek
yang bertentangan dengan syari'ah sedangkan waspadajuan untuk
mengetahui bahwa anggota tidak memanfaatkan keb&iégntuan syari'ah
untuk menghindari pembayaran kredit.
C. Persepsi DPS BPRS Artha Amanah Umat Ungaran Kabupanh Semarang
terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang mberlakuan
Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Fatwa DSN MUI merupakan pedoman bagi lembaga keuang

syari'ah dalam melaksanakan aktifitas kelembagaan8ggala sesuatu yang

% Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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berkaitan dengan kegiatan keuangan harus disandpédda fatwa DSN MUI,
baik itu mengenai ketentuan akad, ketentuan petayanaupun ketentuan
lainnya. Manakala kegiatan yang dilakukan oleh L&k relevan dengan
ketentuan dalam fatwa DSN, maka LKS akan mendapgikeangatan hingga
penyegelan.

Salah satu fatwa DSN yang menjadi bahan acuan radedekaitan
dengan ketentuan mengenai adanya sanksi berupa eagd nasabah yang
mampu yang menunda-nunda pembayaran tagihan, gakain Fatwa DSN
No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sankdgas Nasabah
Mampu Yang Menunda Pembayaran. Sebagai pedomam gadtaksanaan
kegiatan LKS, menurut DPS BPRS Artha Amanah Umanh&ang, fatwa
tersebut masih memiliki kerancuan yang dapat meulikaln bias dalam
pelaksanaannya. Kerancuan itu terletak pada bakesaampuan nasabah.

Menurut Bapak Syafi'i, DPS BPRS Artha Amanah Untidak adanya
batasan pasti mengenai keadaan yang menunjukkaankeunan nasabah akan
membingungkan LKS dalam mengaplikasikan isi fatwa.

“Coba saja bayangkan mas, dalam ukuran harta beaskbah yang

menyatakan dirinya tidak mampu membayar tagihanhmagmiliki

kekayaan harta benda. Ada motor, bahkan tidak gagang memiliki
dua motor, mereka juga masih bisa makan sesuaiasebereka.

Namun dalam hal pembayaran mereka menyatakan bamevaka

tidak mampu membayar tagihan dengan alasan tidakiaadg. Hal ini

kan jelas menjadi dilemma mas.”

Menurut beliau, idealnya ketentuan tersebut haresdapat perhatian

dari DSN MUI agar lebih dapat dilaksanakan secaemab dan tidak

* Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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menimbulkan kebimbangan. Sebab dengan adanya kedsi#gan itu akan
berpeluang terjadinya penyimpangan dalam praktetfitak keuangan
syari'ah, baik penyimpangan yang dilakukan olehakilKS maupun oleh
pihak nasababh.

“Penyimpangan yang dilakukan oleh LKS dapat berppaarikan
secara sembarangan dengan berdasarkan realita keyamasabah
menurut penilaian LKS. Sedangkan peluang penyimgangang
dilakukan oleh nasabah adalah dengan mengaku midakpu dalam
melakukan pembayaran tagihan padahal sebenarnya njiklihat
aktifitas kehidupannya, sebenarnya nasabah tersebamiliki

kemampuan bayar.”

Terkadang pihak DPS merasa bimbang dalam menerdgkantuan
fatwa DSN-MUI mengenai pemberian sanksi berupa aeBdbab jika benar
nasabah ternyata tidak mampu kemudian terjadi &kaalpenilaian oleh LKS
yang dilanjutkan dengan pemberian sanksi, makaradittak langsung LKS
telah melakukan suatu kemadlaratan dalam praktakrgan syari'ah. Oleh
sebab itulah kemudian DPS BPRS AAU memberikan peaeak kemampuan
nasabah lebih disandarkan pada kemampuan riil ahsataksudnya adalah
kemampuan tersebut tidak diukur dari besarnya peatda yang diperoleh
nasabah saja melainkan juga factor-faktor lain yaagat menyebabkan
nasabah belum mampu membayar cicilan kepada BPR$E AA

“Bisa saja secara nominal pendapatan, seorang atasstara
matematis dikatakan mampu melakukan pembayaralarcidNamun
karena adanya factor lain, seperti adanya kelugaigg sakit sehingga
membutuhkan biaya pengobatan atau pada saat aakkraaereka

sedang membutuhkan biaya tambahan pendidikanfth&bin di luar
penghitungan awal saat kesepakatan pembiayaan.”

® Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.

® Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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D. Tugas DPS BPRS AAU Kabupaten Semarang
Pada dasarnya tugas DPS di BPRS Artha Amanah Udadtherbeda
dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dBIi&M MUI. Secara umum,
tugas DPS adalah kepanjangan tangan dari DSN Mlahdapaya menjaga
legalitas syari'ah dalam upaya mengoperasionalk®R® Artha Amanah
Umat Ungaran. Tugas DPS Artha Amanah Umat adaladigse berikut:
a. Mensosialisasikan fatwa DSN-MUI

Tugas ini dilaksanakan dengan jalan mensosialisasikepada
pegawai BPRS Artha Amanah Umat tentang fatwa DSN-MBdsialisasi
ini dilaksanakan secara serempak dalam satu mdghislilakukan secara
detail. Bahkan agar tidak terjadi kesalahan dalaamahami suatu fatwa,
dalam proses sosialisasi diberlakukan proses famygb.

Dalam prakteknya, DPS BPRS AAU tidak hanya memibarik
sosialisasi kepada pegawai BPRS AAU saja melaipkga ikut terlibat
dalam sosialisasi kepada nasabah, khususnya bagbata yang tidak
percaya terhadap penjelasan pegawai BPRS AAU.

“Tidak seluruh nasabah itu mau menerima dan memiaham
fatwa DSN, tidak jarang nasabah malah menganggamanya
sekedar trik dari BPRS dalam melakukan penagihdeh ©ebab
itulah kemudian kami memutuskan untuk melibatkarSRlam
melakukan sosialisasi itu. Umumnya setelah nasaiEidapatkan

penjelasan dari DPS, mereka percaya bahwa yankukda oleh
pegawai DOS memang benar-benar merupakan fatwaNdSN-’

" Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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b. Membuat dan melaporkan kegiatan BPRS AAU kepada-D&M
Pembuatan dan pelaporan kegiatan BPRS AAU dilaksanaleh

DPS secara berkala. Pelaporan yang dilakukan ole8 Ddak hanya
berkaitan dengan pelaksanaan fatwa semata namunulsekegiatan
keuangan syari'ah yang dilakukan oleh BPRS AAUmtsuk laporan
keuangan. Pelaporan keuangan dilakukan pada akiiont dalam
pelaporan itu DPS memiliki peran ketika ada pertadsan atau asumsi
penyimpangan laporan keuangan menurut Bank Indei(iB#).

“Pernah terjadi adanya asumsi laporan keuangan yang
dipandang Bl tidak relevan karena dianggap lebihk#edari nilai
yang seharusnya. Kemudian saya (bapak Syafii-neeinberikan
penjelasan mengenai yang terjadi sehingga menyababKai
laporan seakan lebih sedikit dari nilai yang sebgre Dengan

adanya penjelasan itu, pihak Bl bisa menerima Epdeuangan
BPRS AAU.*

c. Memberikan evaluasi terhadap kinerja manajemen BRRS

Selain pihak komisaris BPRS AAU, DPS juga memiliki
kewenangan dalam memberikan evaluasi kerja manaj@8mRS AAU.
Namun evaluasi yang diberikan oleh DPS berbedaateergaluasi yang
dilakukan oleh pihak komisaris BPRS AAU. Evaluaserii yang
dolakukan oleh DPS hanya berkaitan dengan kinegaajemen yang
berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan fatwaNDBN-

Evaluasi kerja dilakukan dengéoilow up peringatan, pembenahan

hingga pemberhentian pegawai. Namun demikian, utindak lanjut

8 Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.



43

pemberhentian belum pernah dilakukan karena pagawse telah dapat

dibenahi setelah adanya peringatan.

. Ikut terlibat dalam penyelesaian masalah penagihan

Keterlibatan DPS dalam penyelesaian masalah dapat

dikelompokkan menjadi dua ruang lingkup kerja, yakn

1) Memberikan penjelasan mengenai ketentuan fatwa deepaihak
nasabah yang merasa ragu terhadap penjelasan pegawa
Hal ini telah dijelaskan pada bagian sebelumnyardamakalah ini,
yakni di mana DPS bersama pegawai BPRS mendatasgbah yang
sebelumnya ragu terhadap penjelasan pegawai. Dabl@takukan
tugasnya, DPS memberikan penjelasan secara dedail d&ngan
membawa fatwa DSN-MUI terkait dengan ketentuan yang
berhubungan dengan masalah yang dialami oleh nasaba
Selama ini tidak ada komplain dari nasabah ataerldmtan DPS
dalam pemberian pengarahan tentang ketentuan yamakib dalam
aktifitas keuangan BPRS yang berhubungan dengaabahsBahkan
nasabah merasa sangat senang dengan kehadiran BR& vy
memberikan penjelasan secara langsung sehinggakanesmakin
yakin terhadap ketentuan yang berlaku dalam BPRS.

2) Memberikan motivasi kepada nasabah terhadap pelahasayang
dialami terkait dengan kesulitan pembayaran.
Pemberian motivasi dilakukan oleh DPS kepada nasapeng

mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaraniviBittersebut
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cenderung berhubungan dengan upaya untuk meniragkatios kerja

maupun pola konsumtif nasabah. Hal ini dilakukangd@ dasar tidak

jarangnya nasabah yang kurang memperhatikan pegnmganajemen
usaha dan keuangan dalam kehidupan.

“Dari beberapa kasus tunggakan yang dialami oleh
nasabah, tidak sedikit yang disebabkan kurang dgpat
nasabah mengatur keuangan mereka. Padahal hgailykeg
dilakukan dengan pemberdayaan uang pinjaman setyenar
telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan
pembayaran cicilan. Namun karena kurang adanya ragunn
manajemen tadi itulah mas yang menyebabkan nasabah
menunggak membayar cicilah”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui dabang lingkup
kerja DPS BPRS AAU tidak hanya berkaitan dengariuesa pelaksanaan
fatwa DSN-MUI di BPRS AAU semata namun juga bermgan dengan
upaya pemahaman dan sosialisasi fatwa DSN-MUI mjkatan nasabah
BPRS AAU.

E. Peran DPS BPRS Artha Amanah Umat Ungaran KabupaterBemarang
terhadap Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang mberlakuan
Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran

Pelaksanaan fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengaerj&
Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak jarang sanijatatis. Pada satu
sisi pihak LKS tidak menginginkan kerugian, namusidi lainnya LKS juga

tidak diperbolehkan melanggar tata aturan yand tii@tapkan melalui fatwa

DSN-MUI sebagai landasan operasional kegiatan p&dra syari'ah.

® Wawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha wahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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I[ronisnya, tidak sedikit dari masyarakat yang mefaathan kemudahan yang
diberikan oleh LKS untuk berbuat curang dengan urerpura tidak mampu
ketika harus membayar tanggungan pinjaman. Halhnijang kemudian
banyak memicu permasalahan di lapangan. Memangasi#bah yang benar-
benar keadaannya tidak memungkinkan untuk melakugambayaran
tanggungan pada waktu-waktu tertentu. Untuk nasalemigan keadaan ini,
LKS — dalam hal ini adalah BPRS AAU — memberikabijekan tersendiri
dengan membolehkan pengunduran pembayaran tanggurigagga
perubahan akad dengan opsi pemberian tambahanajavefktu pembayaran
dengan tidak memberi tambahan beban tanggunganuiN#&dak jarang pula
masyarakat yang sebenarnya mampu tapi berpurarpergaku tidak atau
belum mampu untuk menghindari tanggungan pembaypnaaman atau
mendapatkan kebijakan layaknya nasabah yang bemartidak atau kurang
mampu.
“Pada tahun yang lalu, terjadi beberapa kasus &kagan yang
dilakukan oleh nasabah dengan berpura-pura tidakpugpada saat
karyawan BPRS AAU bersilaturrahmi ke rumah mereRahkan
pernah juga hampir terjadi keributan antara karyadengan nasabah
gara-gara karyawan tetap memaksakan nasabah unéumkbayar
karena telah menunggak selama 4 bulan. Ditambaihkkyawan
kami juga menerima informasi bahwa nasabah terssbbénarnya
mampu membayar cicilaf.
Peristiwa yang pernah terjadi dan dialami oleh &aan BPRS AAU

Kabupaten Semarang tersebut dijadikan oleh Bapalhakimad Syafi’i

sebagai landasan dalam mengkonsep rancang keipu sdbagai Dewan

19 Wawancara dengan Bapak Edi Purnomo, Direktur UtBR&RS AAU Kabupaten
Semarang, tanggal 26 Maret 2012.
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Pengawas Syari'ah. Untuk mengatasi permasalahanbemhubungan dengan
pembayaran tanggungan pinjaman oleh nasabah, kiyasyang telah diatur
dalam fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang niteerlakuan
Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda PembayaBapak
Muhammad Syafi'i melakukan kerja sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan dan memberikan pemahaman kemagawan BPRS
AAU Kabupaten Semarang tentang fatwa DSN-MUI No./DBEN-
MUI/IX/2000 tentang Pemberlakuan Sanksi Atas Nakdidampu Yang
Menunda Pembayaran.

Sosialisasi fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentangrerlakuan Sanksi
Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran dilakolkeda Bapak
Muhammad Syafi'i kepada para karyawan. Hal ini ldikan agar para
karyawan mengetahui tentang dasar hukum sebagamaed kerja
mereka. Materi yang diberikan dalam sosialisasi nm@liputi landasan
syari'ah dan pemahaman esensi dari isi fatwa. Radeeri landasan
syari'ah dijelaskan tentang konsep hutang piutangnurut Islam,
kebijakan hutang piutang dalam Islam serta larangagi orang yang
mampu untuk menghindari pembayaran hutang. Sedanglkderi yang
berkaitan dengan pemahaman esensi fatwa berhuburdgaigan
penjelasan mengenai batasan ukuran mampu dan tdakpunya
nasabah. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tidak safg/m nasabah yang

terlihat mampu dalam ukuran ekonomi (seperti kepkam mobil, motor

" Disarikan dan dikembangkan berdasarkan hasil weavardengan Bapak Syafi'i, DPS
BPRS Artha Amanah Umat Kabupaten Semarang, ta@ggilaret 2012.
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dan barang tersier lainnya) dapat dikategorikanagabnasabah yang
mampu. Sebab dalam aspek pembayaran hutang, yangadinelat
pembayaran adalah uang. Bisa saja nasabah yammgttenampu tersebut
memang dalam keadaan yang belum mampu untuk memladkylaat
adanya kepentingan kebutuhan lain yang mendada&rtsdqeperluan
pengobatan untuk kesehatan, keperluan untuk pdmadidainak dan lain
sebagainya.

Adanya sosialisasi dan pemahaman tersebut dihardggegawan mampu
menilai dan bertindak secara baik dan bijak dalanenangani
permasalahan pembayaran hutang nasabah. Dengakiatemantinya
karyawan akan dapat bekerja sesuai dengan ketesyaariah.

. Memberikan trik kepada karyawan untuk mengetahw@dkan mampu
atau tidaknya nasabah dalam membayar pinjaman

Tidak jarang karyawan bagian penagihan mengalarsulkan untuk
mengetahui secara jelas keadaan kemampuan nasababk itu
diperlukan pemahaman mengenai cara-cara (trik) kagiawan untuk
mengetahui keadaan sebenarnya dari nasabah tetkaan status
kemampuan mereka dalam membayar tanggungan pinjamréatrik
tersebut seperti mencari informasi kepada masytardkaingkungan
nasabah tentang kegiatan ekonomi nasabah, mingaahari sebelum hari
penarikan tagihan serta memberi pertanyaan-pemankapada nasabah

yang dapat memancing informasi berkenaan dengaratkegekonomi
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mereka selama ini hingga menjelaskan tentang komsiymg dalam Islam
kepada nasabah.
3. Menjadi mediator ketika nasabah yang mampu memiiterkuerja

karyawan

Meskipun karyawan telah dibekali dengan pemahareatang trik-trik

untuk menghadapi nasabah, bukan berarti telah daggetghilangkan

masalah. Sebab terkadang masih ada nasabah yakgnmal kooperatif

dan cenderung menyulitkan karyawan bagian penagihértuk itu

terkadang Bapak Syafi’'i juga menyempatkan diri kntuenjadi mediator

bagi nasabah dalam memahami keadaan yang ideadaydadéam jalinan

antara nasabah dengan LKS. Dalam hal ini beliau lmeeikan penjelasan

mengenai pentingnya nasabah memahami konsep hptatamg dalam

Islam.
Memang sebenarnya hal itu telah dijelaskan olelakean BPRS
AAU, namun mungkin karena nasabah kurang dapaapayeaka
saya perlu untuk menjelaskan hal itu. Apalagi jikareka tahu
status saya sebagai pengawas yang merupakan kegeamjdari
legalitas syari'ah dalam kegiatan ekonomi keuargBRS AAU.
Biasanya setelah pertemuan tersebut nasabah maahagiindan
menjadi kooperatit?

4. Memberikan penyuluhan (bimbingan) kepada nasabaly yelum atau
tidak mampu membayar tanggungan pinjaman
Setelah mendapatkan laporan dari karyawan baginaggen mengenai

hasil kerja mereka terkait dengan sikap nasabaimdaterespon kinerja

mereka. Dalam hal ini ada dua langkah yang dilakukeh beliau (Bapak

12 Wwawancara dengan Bapak Syafii, DPS BPRS Artha WahaUmat Kabupaten
Semarang, tanggal 25 Maret 2012.
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Syafi'i), yakni menjadi mediator pemahaman kepadsabah yang tidak
kooperatif (cenderung mempersulit karyawan) dan benpenyuluhan
(bimbingan) bagi nasabah yang kesulitan untuk nuidak pembayaran.
Untuk langkah yang pertama telah dijelaskan seb®yam Sedangkan
langkah kedua ditujukan untuk mempermudah nasabEmdmengelola
keuangan. Penyuluhan ini bersifat individual yangnmiiki makna
penyuluhan dilakukan secara perorandaone(to face). Dalam melakukan
bimbingan ini, beliau memberikan motivasi kepadaat@ah dalam upaya
memperbaiki perekonomian mereka dengan lebih mepgedkan
pengelolaan ekonomi berbasis potensi diri. Dengamikian nantinya
BPRS AAU benar-benar menjadi lembaga keuangan 'algaryang
bertujuan untuk mewujudkan pemerataan perekonouoraat Islam dan di
sisi lain nasabah diharapkan mampu menjadi lebiiselp@angat dalam
memperbaiki sendi-sendi perekonomiannya.

. Melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan

Pengawasan kinerja karyawan merupakan suatu kgaemta Sebab
meskipun telah diberikan garis-garis besar yangjaérpedoman dan
acuan kerja, tetap saja pengawasan perlu dilakukgoan dilakukannya
pengawasan tidak lain adalah untuk menjaga kuaktafa dari para
karyawan serta untuk menjaga kualitas pelaksangan’ah sebagai
implementasi dari peran BPRS AAU sebagai lembagag yamemiliki
tanggung jawab terhadap keberlangsungan kegiatambamen

berlandaskan prinsip syari'ah. Pengawasan yandukén oleh DPS



50

dilakukan melalui laporan kerja dan juga peninjadapangan. Pada
peninjauan lapangan, DPS melakukan observasi dagepekan di
lapangan terkait dengan kinerja karyawan. Pengeceka dilakukan
secara acak dan tanpa sepengetahuan dari karyawan.

. Melakukan evaluasi kerja karyawan

Evaluasi kerja juga menjadi bagian penting dalamatwsiproses usaha.
Tanpa adanya evaluasi akan sulit diperoleh gambanatitas kerja dan
kualitas kesulitan yang terjadi di lapangan. Melgdtoses evaluasi ini
akan ditemukan sekaligus dibahas problematika yangdi di lapangan.
Dengan demikian nantinya akan dapat dijadikan aaugnk membuat
konsep kerja pada masa mendatang.

. Memberikan pertimbangan dalam memutuskan tindagdratlap nasabah
yang belum membayar tanggungan pinjaman

Dalam hal ini DPS menjadi pihak yang memberikaripdrangan kepada
BPRS AAU mengenai kebijakan yang akan diambil déshbaga tersebut
terkait dengan permasalahan yang terjadi di laparygag berhubungan
dengan pembayaran tagihan pinjaman. Pertimbangamn dierikan oleh
DPS berdasarkan pada hasil kerja karyawan dan \@ssedari DPS.
Dalam hal ini apabila nasabah dapat diajak kooppedtah mau berubah
menjadi lebih baik, maka DPS akan mempertimbangkartuk
memberikan kesempatan kepada nasabah. Namun jigabata tidak
kooperatif, maka DPS akan menyetujui jika BPRS AAtw¢ngambil

tindakan sesuai dengan ketentuan prosedural.



